
NOTULENSI 

PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024 

 

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

 
 

1. PETUGAS PERSIDANGAN 

Desk   : 3 

Provinsi  : Nusa Tenggara Barat 

Pimpinan Sidang 1  : Mohammad Roudo, ST, MPP, Ph.D 

Pimpinan Sidang 2 : Dr.Rd Siliwanti, MPIA 

Notulis Aplikasi :  Dhepita Seto 

Notulis Offline:  Farrel Nabiel 

Pembahas  :  

 

Pemerintah Daerah Kementerian/Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

1. Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat 

2. Dinas PU Provinsi Nusa Tenggara Barat 

3. Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara 

Barat 

4. Dinas Perdanganan Provinsi Nusa 

Tenggara Barat 

1. Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat 

2. Kementerian Pertanian 

3. Kementeian Perdagangan 

1. Direktorat Transportasi 

2. Direktorat Pangan dan Pertanian 

3. Direktorat Perdagangan, Investasi, dan 

Kerjasama Ekonomi Internasional 
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2. KESEPAKATAN DAN CATATAN PERSIDANGAN 

No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 

1 Revitalisasi 

Pasar 
1 1 Paket Lombok Timur Kementerian Perdagangan 

 

 

Diakomodir 

(didorong 

dengan SIPR 

dan menunggu 

kebijakan DAK) 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

02 Transformasi Ekonomi 
01 - Pendapatan Per Kapita Setara 

Negara Maju 

07 - Integrasi Ekonomi Domestik dan 

Global 

Program Kegiatan KRO RO 

   

001 - 

Pembangunan/Revitalisasi 
Pasar Rakyat 

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

Bappeda Provinsi Nusa Tenggara 

Timur :  

- Usulan pasar sudah disulkan 

kepada kemendag. Untuk lahan 

sudah clear, dan sudah disusun 

DED nya. 

Kementerian Perdagangan: 

- Kelanjutannya belum ada 

kepastian dari pagu indikatif 

- Kami mengusulkan DAK untuk 

pembangunan pasar, sampai 

sekarang belum dapat kepastian 

Dit. PIKEI: 

- Terkait usulan ini, masih sampa 

dengan pra musrenbang, perlu 

dinyatakan kembali salah satu 

persyaratannya terkait 

kepemilikan lahan dimana pasar 
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- Kondisi pasar perlu diperbaiki 

karena sudah tidak memungkinkan 

lagi, dan ingin menjadi pasar yang 

menjadi contoh pasar bersih. 

- Kami akan langsung mengontak 

kementerian untuk dibahas lebih 

lanjut 

-  tersebut sudah menjadi 

kepemilikan pemda. Namun, dari 

usulan sebelumnya memiliki 

kendala yang sama 

- Untuk DAK 2025 masih fokus 

kepada tema pelayanan dasar, 

kami masih menunggu arahan 

DAK terlebih dahulu dari 

kemendag. Sudah pernah 

diusulkan dengan SIPR/ dengan 

memenuhi persyaratan yang suah 

ada sebelumnya 

- Ingin konfirmasi untuk SIPRnya 

kepada kemendag 

Dit. Pembangunan Daerah 
- Kebijakan DAK 2025 untuk 

pelayanan dasar dan pasar 

belum masuk kepada 

pelayanan dasar ini dan 

masih menunggu arahan 

dari presiden baru 

No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 

2 Pembangunan 

IPLT Ijo Balit 1  Unit Lombok Timur 

Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan 

Rakyat Ditolak 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 
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05 - Ketahanan Sosial Budaya 

dan Ekologi 

05 - Intensitas Emisi GRK 

Menurun Menuju Net Zero 

Emission 

15 - Lingkungan Hidup 

Berkualitas 

Program Kegiatan KRO RO 

   

003 - Sistem 

Pengelolaan Air Limbah 

Domestik Terpusat 

Skala Permukiman 

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

Bappeda Provinsi Nusa Tenggara 

Barat:  

- Lombok barat belum punya IPLT, 

RC nya sudah lengkap 

-  

-  Dit. Transportasi :  

-  

No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 

3 Penyediaan 

rumah bagi 

masyarakat 

berpenghasilan 

rendah (MBR) - 

1  Unit Kota Mataram 

Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan 

Rakyat Diakomodir 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 
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Pembangunan 

Rusunawa 

Bintaro 
01 - Transformasi Sosial 

02 - Kemiskinan Menuju Nol 

Persen dan Menurunnya 

Ketimpangan 

03 - Perlindungan Sosial yang 

Adaptif 

Program Kegiatan KRO RO 

   

010 - Rumah Susun 

Hunian MBR/Pekerja 

(PEN) 

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

Bappeda Provinsi Nusa Tenggara 

Barat 

- Kita akan koordinasikan bahwa 

untuk jalan akses ini dapat 

ditindaklanjuti 

- Untuk pembebasan lahan dan 

pengaspalan sudah diberikan ke 

dinas perkim kota mataram 

- Kelembagaan sudah ada UPT yang 

mengurus rusunawa 

- Rusunawa direncanakan untuk 

masyarakat di bintaro karena 

kumuh serta menjadi proyek 

strategis 

- Jalan aksesnya sudah dianggarkan 

dengan APBD (nominalnya kurang 

lebih 200 Juta) 

Kementerian PUPR :  

BIPW 

- Terkait dengan jalan akses 

sudah dibebaskan oleh 

pemerintah kota mataram 

pada tahun 2021, dan 

bagaimana tindak lanjut 

penanganan di tahun 2025 

-  

Dit. Perumakan dan Permukiman 

- Memastikan terhadap 

keterhunian dan keberlanjutan 

sehingga perlu dipastikan 

demandnya dan juga 

kelembagaan yang akan 

mengelola keberlangsungannya 
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No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 

4 Penataan 

Kawasan 

Danau Lebo 

Taliwang 

1  Buah Sumbawa Barat 

Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan 

Rakyat 

Diakomodir 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

02 - Transformasi Ekonomi 

02 - Kemiskinan Menuju Nol 

Persen dan Menurunnya 

Ketimpangan 

04 - Iptek, Inovasi dan 

Produktivitas Ekonomi 

Program Kegiatan KRO RO 

   

002 - Penataan 

Bangunan Kawasan 

Destinasi Wisata 

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

Bappeda Provinsi Nusa Tenggara 

Barat :  

- Fungsi danau ini berlimpah, 

penahan banjir, dan produktivitas. 

Sehingga perlu ada aktivitas yang 

digunakan untuk menambah 

produktivitas 

- Ada BA penetapan sempadan di 

2023  

Kementerian PUPR :  

BPIW: 
- Jika ditentukan untuk fungsi 

banjir perlu ada kesiapan RC 

dan juga kesiapan dari BWS 

BWS 
- Untuk RC sudah lengkap, DED 

sudah ada, AMDAL sudah ada, dan 

Dit.Perkim 

- Belum menjadi kawasan prioritas 

- Kami belum bisa mengakomdir  

 

Dit, SDA 
-   
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-  juga lahan sudah dibebaskan. Yang 

belum sesuai dengan aturan yaitu 

terkait sempadan. Kami terkendala 

karena menjadi prioritas kedua 

bukan pertama dalam daftar DLH 

- Bisa dispesifikkan untuk 

penanggulangan banjir 

- Tidak termasuk danau Prioritas 

dalam RPJMN  

- Penetapan sempadan tidak dapat 

dilakukan di waktu yang singkat 

- Arahan dari Pak menteri diarahkan 

untuk di tahun 2024 untuk 

penyelesaian proyek, untuk usulan 

baru dapat di tahun 2025 

- SK dari Pak Meteri terkait 

sempadan sudah dapat dari tahun 

2022 dan perlu evaluasi SK 

terbarunya. 2025 akan 

ditambahkan tim untuk evaluasi 

tersebut 

- Kami diawal sudah tidak mendapat 

anggaran karena danau lebo 

tawilang tidak menjadi prioritas 

No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 

5 100  Kelompok ● Provinsi Nusa 

Tenggara Barat 
Kementerian Pertanian Diakomodir 
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PENGEMBANGA

N TERNAK 

KAMBING 

● Kab. Lombok 

Barat 

● Kab. Lombok 

Tengah 

● Kab. Lombok 

Timur 

● Kab. Sumbawa 

● Kab. Dompu 

● Kab. Bima 

● Kab. Sumbawa 

Barat 

● Kab. Lombok 

Utara 

● Kota Mataram 

● Kota Bima 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

02 - Transformasi Ekonomi 
01 - Pendapatan Per Kapita 

Setara Negara Maju 

07 - Integrasi Ekonomi Domestik 

dan Global 

Program Kegiatan KRO RO 

   005 - Ternak Lainnya 

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 
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Bappeda Provinsi Nusa Tenggara 

Barat :  

- A 

- B 

Kementerian Pertanian: 

- Untuk perkembangan tenak 

kambing, dapat di terima dengan 

catatan untuk volume dan alokasi 

anggaran menyesuaikan dengan 

anggaran yang tersedia. 

- Untuk 25 T, pagu indikatif yang 

didapatkan hanya 8 t, dengan 

catatan pagu tersebut untuk 

pelayanan dasar 

- Kami belum melaksanakan 

trilateral meeting untuk 

penentuan RO dengan Dit. Pangan 

pertanian di minggu depan 

-  

Dit. Pangan dan Pertanian 

- RO perlu disesuaikan oleh 

bappeda karena berubah ternak 

luminansia potong 

- Geotagging perlu dilengkapi 

kembali polygon CPCL 

- Volume akan disesuaikan oleh 

pagu indikatif kementan 

No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 

6 Pembangunan 

Embung 

Serbaguna 

Sorinopa 

1  Unit Kabupaten Bima 

Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan 

Rakyat 

Diakomodir 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

02 - Transformasi Ekonomi 

02 - Kemiskinan Menuju Nol 

Persen dan Menurunnya 

Ketimpangan 

16 - Berketahanan Energi, Air, 

dan Kemandirian Pangan 

Program Kegiatan KRO RO 
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008 - Jaringan tersier 

irigasi permukaan dan 

irigasi rawa yang 

dibangun 

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

Bappeda Provinsi Nusa Tenggara 

Barat:  

- Lahan Embung Bater dan Sorinopa 

sudah clean and clear 

- Sudah ada surat pernyataan warga 

- Di lapangan tidak ada perubahan 

yang signifikan 

BWS 

- Embung tidak ada perubahan yang 

terlalu jauh. Namun jika ada 

perubahan bisa reviu desain dari 

kami 

-  

Kementerian PUPR :  

- Embung Bater dan Sorinopa RC 

sudah lengkap 

- Di SBPI belum ada 

- DED perlu disesuaikan namun 

mino 

- Kesiapan baru surat 

pernyataan Bupati 

Dit. Transportasi :  

No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 

7 Pembangunan 

Embung 

Bunumbang 

1  Unit 
Kab. Lombok 

Tengah 

Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan 

Rakyat Diakomodir 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 
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02 - Transformasi Ekonomi 
02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan 
Menurunnya Ketimpangan 

16 - Berketahanan Energi, Air, dan 
Kemandirian Pangan 

Program Kegiatan KRO RO 

   
008 - Jaringan tersier i rigasi 
permukaan dan irigasi rawa 

yang dibangun 

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

Bappeda Provinsi Nusa Tenggara 

Barat:  

- Lahan clean and clear 

- Perlu persetujuan Bupati 

BWS 
- Lahan sudah ada persetujuan 

masyarakat 

- Tidak ada perubahan yang 

signifikan untuk perubahan yang 

besar, hanya minor 

Kementerian PUPR :  

- Bisa diakomodasi 

Dit. Transportasi :  

 

No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 

8 Pembangunan 

Embung Kecil 

Serbaguna Tibu 

Bramben 

3  Unit 
Kab. Lombok 

Timur 

Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan 

Rakyat Diakomodir 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 
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02 - Transformasi Ekonomi 

02 - Kemiskinan Menuju Nol 

Persen dan Menurunnya 

Ketimpangan 

16 - Berketahanan Energi, Air, 

dan Kemandirian Pangan 

Program Kegiatan KRO RO 

   

001 - Prasarana irigasi 

permukaan dan irigasi 

rawa yang dibangun 

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

Bappeda Provinsi Nusa Tenggara 

Barat :  

- Lahan clean and clear 

- Perlu persetujuan Bupati 

BWS 
- Lahan sudah ada persetujan 

masyarakat 

Tidak ada perubahan yang signifikan 

untuk perubahan yang besar, hanya 

minor 

Kementerian PUPR :  

- Bisa diakomodasi 

Dit. SDA:  

 

No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 

9 Perkuatan 

Tebing 

Pengendali 

1  Unit Kab. Sumbawa 

Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan 

Rakyat 

Ditolak (Sesuai 

Catatan 



NOTULENSI 

PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024 

 

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

 
Banjir Sungai 

Brang Biji 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional Rakortekrenba

ng 2024) 

02 - Transformasi Ekonomi 

02 - Kemiskinan Menuju Nol 

Persen dan Menurunnya 

Ketimpangan 

16 - Berketahanan Energi, Air, 

dan Kemandirian Pangan 

Program Kegiatan KRO RO 

   

008 - Jaringan tersier 

irigasi permukaan dan 

irigasi rawa yang 

dibangun 

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

Bappeda Provinsi Nusa Tenggara 

Barat :  

- A 

- B 

Kementerian PUPR :  

- A 

- B 

Dit. Transportasi :  

- A 

- B 

No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 

10 PENGEMBANGA

N SAPI 

PEJANTAN 

SIMMENTAL 

IMPOR 

7 

Menjadi 

Luminansia 

Potong  

Ekor 

● Provinsi Nusa 

Tenggara Barat 

● Kab. Lombok 

Barat 

Kementerian Pertanian 
Diakomodir 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 
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02 - Transformasi Ekonomi 
01 - Pendapatan Per Kapita 

Setara Negara Maju 

07 - Integrasi Ekonomi Domestik 

dan Global 

Program Kegiatan KRO RO 

   005 - Ternak Lainnya 

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

Bappeda Provinsi Nusa Tenggara 

Barat :  

- Jika sementara belum ada di 

usulkan, kami bisa menerima yang 

lokal untuk alokasinya di NTB 

- Sapi impor digunakan untuk 

diambil semennya untuk 

digunakan kepada sapi betina, sapi 

impor berbeda dengan lokal 

karena berat badan dan kualitas 

dagingnya berbeda. 

- Sapi lokal dari segi berat badan 

hanya 0,7 Kg/hari tetapi yang 

impor bisa lebih dari 1 kg/hari. 

- Di Sumatera Barat dan Bali sudah 

ada Bibitnya. 

Kementerian Pertanian: 

- Benar, belum pernah ada impor 

bibit sapi jenis simmental dan 

limosin. 

- Usulan ini dapat dialihkan kepada 

luminansia potong lokal 

- Untuk alokasinya belum dapat 

disampaikan, tetapi untuk sapinya 

sudah ada (berlaku untuk semua 

daerah) 

- Benar pak, untuk semen beku 

tersebut tersedia tetapi tidak bisa 

diantarkan 

- Perlu menyesuaikan nomenklatur 

- Belum bisa mengakomodir karena 

belum ada kebijakan untuk sapi 

limosin dan simental 

Dit. Pangan dan Pertanian 

- Untuk 2 usulan sapi ini, kementan 

tidak memiliki bibit impor dan 

hanya bibit lokal sehingga tidak 

dapat diakomodir 

- Untuk renja 2025, untuk sapi 

lokal sudah ada di NTB sehingga 

perlu dikonfirmasi kepada 

kementan 

No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 
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11 Pembangunan 

Jembatan 

Lewamori 

1  Unit 

▪ Provinsi 

Nusa Tenggara 

Barat 

▪ Kab. 

Bima 

 

Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan 

Rakyat 

Diakomodir 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

02 - Transformasi Ekonomi 

02 - Kemiskinan Menuju Nol 

Persen dan Menurunnya 

Ketimpangan 

04 - Iptek, Inovasi dan 

Produktivitas Ekonomi 

Program Kegiatan KRO RO 

   

005 - Pembangunan 

Jembatan Trans pada 

18 Pulau Tertinggal, 

Terluar, dan Terdepan 

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

Bappeda Provinsi Nusa Tenggara 

Barat :  

- Sudah dirintis sejak tahun 2016, 

AMDAL juga disusun 

- 2018 sudah ada pengadaan lahan 

Kementerian PUPR :  

- Lewamori sudah ada clereamce 

dengan bandara 

- Ini merupakan program baru 

tahun 2025, tetapi pembahasan 

SBSN menyeleksi untuk program 

baru. 

Dit. Transportasi :  

- Jembatan ini menghubungkan 

jalan nasional dan mempercepat 

jarak tempuh 

- Sudah masuk kedalam RPJMN 

dalam 5 tahun kedepan. Kami 

perlu informasi terkait alokasi. 
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- 2020 bappeda sudah 

menyampaikan survei terkait 

ketinggian jembatan maksimum. 

- Jembatan ini akan memperpendek 

jarak antar kecamatan dari 38 Km 

menjadi 1,5 Km. 

- Jembatan ini menjadi akses 

utamanya yang vital terkait akses 

bandara dan pelabuhan. 

- Dengan kesiapan RC yang sudah 

memadai dapat disediakan 

- Terkait informasi terkait otoritas 

bandara sudah terdapat 

rekomendasi untuk mengizinkan 

pemenuhan syarat dari bandara. 

 

- Kemungkinan review desain 

sampai bulan juni belum selesai  

- Keterbatasan anggaran juga 

menjadi poin kendala 

- Jika kesiapan sudah ready dan 

alokasinya juga sudah selesai bisa 

diakomodir, tetapi untuk sekarang 

belum bisa diakomodir 

- Terkait persiapan RC, review 

desain belum bisa diselesaikan 

- Sebenarnya sudah di acc di SBSN, 

tetapi alokasi anggarannya 

berkurang hingga 50% sehingga 

usulan ini tidak dapat dimasukan. 

- Untuk proses review desain belum 

selesai dan diperkirakan selesai 

bulan diatas bulan juni. 

- Tidak terdapat dalam List SBSN t-1 

- Berdasarkan analisis KKOP -> 

dapat disimpulkan dengan 

ketinggian 16 M di atas muka air 

laut rata rata dan tidak menjadi 

obtacle bagi bandara 

- Dalam KKOP tidak diperkenankan 

mengganggu komunikasi bandara 

dan juga pemasangan lampu 

halangan  sesuai standar 

- Sudah terdapat dalam SBSN TA 

2025 

 

- SBSN hanya menjadi salah satu 

indikasi saja 

- Perlu ada review Desain terkait 

pengurangan ketinggian  

- Anggaran 2025 belum 

dialokasikan 

- Belum masuk di SPBI kami 

- Setuju dengan ditolak dengan 

catatan 

- Belum masuk ke dalam TA 2025 

dalam exersice kami. Indikasi 

dengan renbang memang masuk, 

namun pagu SBSN berkurang 

sehingga dilakukan exercice 

tahun 2025. 

- Secara program ini merupakan 

prioritas di RPJMN di tahun 

kemarin 
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No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 

12 PENGEMBANGA

N SAPI 

PEJANTAN 

LIMOUSIN 

IMPOR 

3  Ekor 

▪ Provinsi 

Nusa Tenggara 

Barat 

▪ Kab. 

Lombok Barat 

Kementerian Pertanian 

Diakomodir 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

02 - Transformasi Ekonomi 
01 - Pendapatan Per Kapita 

Setara Negara Maju 

07 - Integrasi Ekonomi Domestik 

dan Global 

Program Kegiatan KRO RO 

   005 - Ternak Lainnya 

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

Bappeda Provinsi NTB :  

- Akan dimasukkan ke dalam Balai 

UPT 

- Ada perbedaan kualitas antara 

bibit lokal dan impor 

- Dari segi pertumbuhan berat 

badannya maksimal 0,7 kg per hari 

sedangkan impor bisa lebih dari 1 

kg per hari 

Kementerian Pertanian: 

- Tidak ada impor bibit  

- Sebaiknya usulan dialihkan ke bibit 

ruminansia potong lokal, namun 

alokasi belum ditentukan 

- Di balai inseminasi buatan, semen 

untuk impor tersedia namun harus 

beli 

- Perlu penyesuaian nomenklatur 

Dit. Pangan dan Pertanian 

- Kementan tidak punya bibit impor 

sehingga belum bisa diakomodasi 

-  
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- Akan menerima bibit lokal 

jika tidak ada bibit impor 

Beberapa tahun ke belakang ini 

belum ada kebijakan terkait dengan 

bibit impor sapi limousin 

No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 

13 Pembangunan 

SPAM Regional 

Dodokan 1  Unit 

▪ Provinsi 

Nusa Tenggara 

Barat 

▪ Kab. 

Lombok Barat 

Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan 

Rakyat 

Diakomodir 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

05 - Ketahanan Sosial Budaya 

dan Ekologi 

05 - Intensitas Emisi GRK 

Menurun Menuju Net Zero 

Emission 

16 - Berketahanan Energi, Air, 

dan Kemandirian Pangan 

Program Kegiatan KRO RO 

   
003 - Peningkatan 

SPAM Kabupaten/Kota 

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 



NOTULENSI 

PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024 

 

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

 
Bappeda Provinsi Nusa Tenggara 

Barat :  

- Regional yang dimaksud adalah 

regional kecamatan, jadi istilahnya 

perlu diganti tidak untuk regional 

(karena hanya melayani lebih dari 

2 kecamatan) 

- Daerah sudah siap untuk support 

dan perlu dilakukan pembahasan 

lebih lanjut, RC sudah lengkap dan 

PDAM sudah menyiapkan 

- Dukungan APBD sebesar 3 Miliar 

- Kami membutuhkan waktu untuk 

menentukan persiapannya. 

PDAM 
- Posisinya ada 2 titik, ada 

intake dan reservoir 

BPBW 
- Untuk skor RC sebesar 90, 

yang belum ada yaitu 

pembebasan lahan dan 

rekomtek. Untuk RC yang 

lain sudah lengkap. 

 

 

Kementerian PUPR :  

BPIW 

- Untuk kesiapan RC perlu 

informasi dari CK. Untuk 

sumber air baku bagaimana 

dan jaringan distribusinya. 

- Karena RC belum lengkap, 

kami agak sulit. Kami 

rekomendasikan untuk 

dapat ditunda terlebih 

dahulu. 

- Perlu ada beberapa poin 

penting jika 

direkomendasikan. Yang 

pertama air baku, rekomtek, 

dan ketersediaan lahan. 

Dit. Perkim 

- Sudah masuk dalam rencana 

pembangunan di PUPR 

- Kami ingin memintakan kepada 

PUPR untuk kesiapan RC 

- Hanya perlu menyesuaikan 

nomenklaturnya 

- Kami mengarahkan untuk tidak 

diakomidir karena perlu kesiapan 

RC 

No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 
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14 Pembangunan 

IPLT Serumbung 

Lembar Selatan 

1  Paket Kab. Lombok Barat 

Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan 

Rakyat 

Diakomodir 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi 
04 - Daya Saing Sumber Daya Manusia 
Meningkat 

15 - Lingkungan Hidup Berkualitas 

Program Kegiatan KRO RO 

   

002 - Sis tem Pengelolaan Air 

Limbah Domestik Terpusat 
Ska la Kota 

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

Bappeda Provinsi Nusa Tenggara 

Barat :  

- Perlu ada pembangunan IPLT 

dengan rencana pelayanan 2 

kecamatan untuk melayani 22.400 

KK. Untuk RC, DED sudah tersusun 

pada tahun 2023, untuk SSK di 

tahun 2021, kemudian dokumen 

lingkungan 2023, sertifikat lahan 

sudah ada, yaitu lahan pemda dan 

sudah melakukan sosialisasi 

kepada masyarakat. Untuk UPTD 

sedang dikaji. 

Kementerian PUPR :  

BPIW 

- Tidak ada dalam rakortek 

- Terkait dengan kondisi IPLT 

yang eksisting, perlu ada 

informasinya 

BPPW 

- Kami belum tahu informasi 

pasti terkait BA yang belum 

clear diserahterimakan 

- IPLT Sesela bukan PUPR 

yang bangun 

Dit. Perkim 

- Perlu dilakukan membangun baru 

untuk IPLT, revitalisasi atau 

perbaikan diperbolehkan. 

- RO bisa dirincikan Rehabilitasi 

IPLT sesela 

- Perlu memastikan yang 

membangun siapa 
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- IPLT Sesela masih dalam ada 

masalah yang belum clear terkait 

serah terima. 

- Untuk pembahasannya akan kami 

lakukan setelah pembahasan 

- Untuk IPLT Lenbar sudah 

mendapatkan RCnya. 

No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 

15 Penataan 

Kawasan Desa 

Wisata 

Tradisonal 

Mantar 

1  Kawasan 
Kab. Sumbawa 

Barat 

Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan 

Rakyat 

Diakomodir 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

02 - Transformasi Ekonomi 
01 - Pendapatan Per Kapita Setara Negara 
Maju 

08 - Perkotaan sebagai Pusat 
Pertumbuhan Ekonomi 

Program Kegiatan KRO RO 

   

001 - Bendungan yang 

direhabilitasi/ditingkatkan 
kapasitasnya  

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

Bappeda Provinsi Nusa Tenggara 

Barat:  

- Secara RC sudah disusun oleh PU 

dan untuk lahan dll masyarakatnya 

Kementerian PUPR : 

BPIW 

- Untuk penanganan NTB 

masih diprioritaskan di 

kawasan mandalika 

Dit. Perkim 

- Penanganan kawasan desa 

wisata belum menjadi 

prioritas kecuali KSBN. Jika 
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menunggu karena 2 tahun lalu 

sudah disiapkan 

- Keunggulannya adalah sebagai 

desa wisata, dan ada spot 

paralayang 

- DED sudah disusun oleh Kemen 

PUPR 

- Untuk direktif dari pusat ada. 

Karena ada direktif muncul DED dll. 

Cipta Karya: 
- Dokumen dasar penguasaan 

belum ada juga  

- Penugasan direktif belum 

ada, tetapi RCnya sudah 

ready. 

- 2025 fokus pada babel dan 

raja ampat sehingga tidak 

ada direktif penguatan di 

daerah mantar. 

ada dokumen yang 

memadai bisa diakomodir. 

-  

No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 

16 RUAS 

LENANGGUAR-

LUNYUK 

1  Ruas Kab. Sumbawa 

Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan 

Rakyat 

Ditolak 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

02 - Transformasi Ekonomi 
01 - Pendapatan Per Kapita Setara Negara 
Maju 

08 - Perkotaan sebagai Pusat 
Pertumbuhan Ekonomi 

Program Kegiatan KRO RO 

   000 - RO tidak diketahui 

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 
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Bappeda Provinsi Nusa Tenggara 

Barat :  

- Berlokasi di Kabupaten Sumbawa -

> satu satunya jalan yang 

menghubungkan Sumbawa dan 

sumbawa barat dan mengalami 

kerusakan berat pada beberapa 

segmen. 

- Sudah pernah diusulkan di Inpres 

- Dibatasi anggaran untuj 50 M, 

tetapi RC sebesar 60 M dan 

kesiapan lahan sudah lengkap 

 

DPUPR 
- Kami mengharapkan bisa 

dicatat untuk keterbatasan 

anggaran, perlu solusi dari 

pusat 

Kementerian PUPR :  

- Pusat belum ada 

penanganan ruas ini karena 

kewenangan provinsi 

sehingga ditolak 

Dit. Transportasi :  

- Merupakan kewenangan provinsi 

No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 

17 Peningkatan 

Kapasitas 

Instalasi 

Pengolahan Air 

1  Unit 

● Provinsi Nusa 

Tenggara Barat 

● Kota Bima 

Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan 

Rakyat Diakomodir 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 
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05 - Ketahanan Sosial Budaya 

dan Ekologi 

05 - Intensitas Emisi GRK 

Menurun Menuju Net Zero 

Emission 

16 - Berketahanan Energi, Air, 

dan Kemandirian Pangan 

Program Kegiatan KRO RO 

   
003 - Peningkatan 

SPAM Kabupaten/Kota 

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

Bappeda Provinsi Nusa Tenggara 

Barat :  

- Kota Bima terkait cakupan pelayan 

mencapai xxx 

- Fokus pada penggantian jaringan 

pipa yang telah rusak akibat banjir 

2015. 

- Untuk RC kami sudah ada DEDdan 

dokumen IPA 

- Yang dimanfaatkan baru 55 liter 

per/derik dari 100 liter/detik. 

- Pipa banyak yang bocor sehingga 

perlu perbaikan, kemudian ada 

debit yang perlu dimanfaatkan 

sehingga bisa dimaksimalkan 

- Kami sudah melayani UPTD air 

minum 

Kementerian PUPR :  

BPPW 
- Perlu diperjelas usulannya. 

Namun, diusulkannya fokus 

kepada peningkatan pipa 

sehingga perlu disesuaikan 

dengan nomenklatur. Perlu 

dimasukkan untuk 

pembangunan GBU 

- Terdapat permasalahan 

pada lokasi sebelum IPA, 

warga melakukan tapping 

sehingga air pada SPAM 

tidak ada yang masuk 

- Berdasarkan rakortek, 

terkait perlu di cek sumber 

air baku 

Dit. Transportasi :  

- Dari 50 liter/detik menjadi 80 

liter/detik 

- Perlu dimintakan untuk 

kelengkapan RC 

- Apakah ini penambahan volume 

atau penggantian pipa 

- DEDnya apakah sudah dari awal 

100 liter per/detik atau 55 

liter/detik. Kemudian jaringan 

pipa, pengelolaannya seperti apa 

dll. 

- Ada 2 kegiatan, kami 

rekomendasi mendahulukan 

rehabilitasi terlebih dahulu 

- Apakah asetnya milik pemda atau 

bukan 
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- Ada pembaruan spam yang 

memiliki keluaran 55 liter/detik 

pada tahun 2019.  

- Pipa distribusi utama berada di 

bawah jalan sehingga rentan bocor 

- Perlu ada rehab terhadap 2 intake 

ini 

- Ada beberapa SPAM yang 

dibangun, tetapi belum bisa 

difungsikan secara optimal 

- Untuk rehabilitasi bisa 

diakomodir jika RCNya 

lengkap, untuk peningkatan 

diberi waktu untuk 

dilakukan verifikasi RC 

No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 

18 Optimalisasi 

SPAM IKK 

Pelaparado 

1  Unit 

● Provinsi Nusa 

Tenggara Barat 

● Kota Bima 

Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan 

Rakyat 

Diakomodir 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

05 - Ketahanan Sosial Budaya 

dan Ekologi 

05 - Intensitas Emisi GRK 

Menurun Menuju Net Zero 

Emission 

16 - Berketahanan Energi, Air, 

dan Kemandirian Pangan 

Program Kegiatan KRO RO 

   
003 - Peningkatan 

SPAM Kabupaten/Kota 

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 
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Bappeda Provinsi Nusa Tenggara 

Barat :  

- Sumber air baku sudah ada tetapi 

belum efektif karena kerusakan 

sistem. Perlu ada membangunkan 

di Intake (pengurangan lumpur) 

sehingga perlu ada revitalisasi di 

Intake, IPAL, distriabusi , dll  

- Semua RC sudah lengkap 

- Aseet SPAM sudah berada di 

tangan Pemda 

- Kondisi PDAM sedang sakit, sudah 

ada tahapan revitalisasi sehingga 

sudah lebih baik 

- Jenis penanganan yang diusulkan 

yaitu pembangunan praseidmen, 

perbaikan transmisi, dan jaringan 

distribusi perumah 

 

BPPW 

- RC belum diterima. 

- Sedang ada pendampingan 

Kementerian PUPR :  

- Perlu diinformasikan terkait 

kesiapan RCnya dan pengelolanya. 

Action Plannya bagaimana. 

CK 
- Dapat diakomidr dengan 

catatan  

Dit. Perkim 

- Terkait asset, apakah sudah 

menjadi milik pemda atau 

bagaimana. 

Dit SDA 
-  

No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 

19 Penataan 

Permukiman 

Kumuh 

1  Unit 

● Provinsi Nusa 

Tenggara Barat 

● Kota Bima 

Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan 

Rakyat 

Diakomodir 
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Perkotaan 

Kawasan Pusat  

Pemerintahan 

(Penapali - 

Dadibou) 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

01 - Transformasi Sosial 
04 - Daya Saing Sumber Daya 

Manusia Meningkat 
01 - Kesehatan untuk Semua 

Program Kegiatan KRO RO 

   

007 - Pembangunan 

Infrastruktur 

Permukiman Berbasis 

Masyarakat di 

Perkotaan 

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

Bappeda Provinsi Nusa Tenggara 

Barat :  

- Terkait kawasan kumuh, 2 desa 

tersebut berdekatan Dadibou 11,8 

Ha dan Penapali 7,66 Ha. 

- Untuk kawasan kumuh, yang 

delineasi 10-15 Ha untuk provinsi 

dan diatas 15 Ha untuk 

kewenangan pusat menjadi 

harapan kabupaten -> akan 

diapakan untuk permukiman 

kumuh yang diatas 15 Ha dan 

menjadi harapan besar kabupaten. 

Kementerian PUPR :  

BPIW 
- Terkait dengan penapali, 

sudah sempat diusulkan 

pada tahun 2023-2024. 

Hanya saja untuk kegiatan 

yang sifatnya penanganan 

kawasan kumuh, sesuai 

dengan kebijakan CK lebih 

ke penanganan yang 

direktif. 

- Untuk yang penapali ada 

koridor jalan untuk menjadi 

kawasan  

Dit. Perkim 

- Perlu dipastikan kewenangannya 

kepada siapa.  

- Kalau desa dipisahkan dengan 

lahan yang lebar tidak bisa 

dimasukkan dalam satu 

hamparan 

- Bisa dimasukkan dalam DAK PPKT 

-? Satu kabupaten dapat 

memaksukan beberapa kawasan. 

- Kami hanya memastikan untuk 1 

hamparan atau tidak 

- Untuk pemindahan perlu 

kejelasan lahan 
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- Syarat untuk DAK banyak dan juga 

lahan yang diajukan lebih dari 15 

Ha 

- Aspek-aspek yang mendukung 

tingkat kumuhnya yaitu aspek 

keterpenuhan air minum aman, 

masalah air limbah, pengelolaan 

persampahan, proteksi terhadap 

kebakaran. ->tidak ada variabel 

untuk pentukan lahan 

- -Belum ada DED dan masih berupa 

konsepnya saja. Harapannya jika 

dilanjutkan dapat dipaparkan 

mengenai DEDnya di balai 

- RC sudah lengkap dan desainnya 

direvisi terus 

-  Jika by aplikasi sudah 100% dan 

jika ada revisi bisa dilakukan. 

- Untuk penataan kawasan 

kumuh ini pada tahun 2025 

untuk direktif saja. 

- Untuk DED yang beru perlu 

didiskusikan kembali untuk konsep 

dan rencananya 

- Untuk RCNya sendiri sudah 65 -> 

DED, RP2KPKP, SK Kumuh, Surat 

usulan daerah, persyaratan SIPA. 

- Yang masih belum ada di RC -> 

sertifikat lahan untuk RTH, IPAL. 

Kemudian juga untuk justifikasi 

teknis 

-  

- Kami menggakomoidr karena 

sesuai sasaran 

No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 

20 Pembangunan 

Jalan Lingkar  

Utara 
10  Km 

● Provinsi Nusa 

Tenggara Barat 

● Kab. Lombok 

Utara 

Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan 

Rakyat 

Ditolak 
Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

02 - Transformasi Ekonomi 
01 - Pendapatan Per Kapita 

Setara Negara Maju 

04 - Iptek, Inovasi dan 

Produktivitas Ekonomi 
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Program Kegiatan KRO RO 

   
003 - Pembangunan 

Jalan Strategis (ProPN) 

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

Bappeda Provinsi Nusa Tenggara 

Barat :  

- Lombok utara sudah ada 16 

di NTB, tetapi masih menjadi 

daerah termiskin 

- Kunjungan 50% ke Lombok 

Utara, namun focus ke 3 Gili 

sehingga belum 

mendapatkan dampak 

positif, hanya mendapatkan 

dampak negative berupa 

sampah 

- 9,992 Km sudah ada 

beberapa hotel yang 

terbangun dan juga ada 

ruang terbuka hijau. 

- Jalan lingkar utara sudah 

terhubung dengan jalan 

lingkar utara 

- Status jalan sudah 

dimasukkan ke dalam jalan 

strategis kabupaten. 

Kementerian PUPR :  

- Kami sudah ada jalan yang 

dilaksanakan pelebaran sepanjang 

41 Km yang ditargetkan pada july 

2024 

- Kemarin sudah diusulkan melalui 

inpres jalan daerah. Namun, jalan 

tersebut belum memiliki status 

dan menjadi jalan strategis 

kabupaten. Untuk sementara 

belum bisa masuk ke penanganan 

jalan tersebut terutama segmen 4 

tersebut yang menyambung 

kepada jalan nasional. 

Dit. Transportasi :  

- Telah diusulkan juga pada tahun 

2023/2024. 

- Dari catatan kami ada beberapa 

RC yang perlu direview kembali 

karena dibuat pada tahun 2013 

- Diperlukan alokasi yang cukup 

besar kurang lebih 600 miliar. 

Perlu filter pembangunan jalan 

yang sifatnya commited dan MYC 

- Untuk jalan bukan kewenangan 

pusat hanya inpres saja. Untuk 

kedepannya akan berprogress 

untuk skema dukungan dari 

pusat. Untuk saat ini, hanya 

dengan DAK jika kedepannya 

sudah ada dapat disosialiasi 

kepada daerah bentuknya bisa 

hibah, dll. 



NOTULENSI 

PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024 

 

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

 
- Jalan ini sudah diinisiasi dari 

tahun 2016. Jalan ini 

digunakan untuk 

mengembangkan tata 

ruang.  

- Terkait besaran biaya kami 

turunkan menjadi 300 an 

miliar yang dibagi bagi 

menjadi beberapa paket. 

Sehingga pusat dapat 

mengerjakan paket saja. 

(prioritas pada paket 3) 

No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 

21 Pembangunan 

Embung Bater 1  Unit Kab. Sumbawa 

Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan 

Rakyat 

Diakomodir 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

02 - Transformasi Ekonomi 

02 - Kemiskinan Menuju Nol 

Persen dan Menurunnya 

Ketimpangan 

16 - Berketahanan Energi, Air, 

dan Kemandirian Pangan 

Program Kegiatan KRO RO 

   

001 - Prasarana irigasi 

permukaan dan irigasi 

rawa yang dibangun 



NOTULENSI 

PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024 

 

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

 

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

Bappeda Provinsi Nusa Tenggara 

Barat :  

 

 
BWS 

- Untuk sorinompa masih 

sesuai dengna kondisi saat 

ini dan tidak ada perubahan 

desain dari DED 2016. 

- Untuk lahan, tibu brambe 

sudah dapat persetujuan 

dari masyarakatnya. DED 

disusun 

Kementerian PUPR :  

BPIW 
- Sudah masuk dalam konrek, 

ada beberapa catatan 

terkait desain, apakah perlu 

disesuaikan lagi atau tidak. 

Kemudian kesiapan lahan 

bagaimana 

- Untuk DEDnya apakah 

sudah siap dari BWS? 

Dit. SDA :  

- RC sudah Lengkap 

- Ingin bertanya terkait lahan 

apakah sudah siap 

- Kesiapan sudah lengkap 

No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 

22 Bangunan 

Pengaman 

Pantai 

(Pengaman 

Pantai Gili 

Meno) 

1  Unit Kab. Lombok Utara 

Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan 

Rakyat 

Diakomodir 
Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

02 - Transformasi Ekonomi 
01 - Pendapatan Per Kapita 

Setara Negara Maju 

17 - Resiliensi Terhadap 

Bencana dan Perubahan Iklim 

Program Kegiatan KRO RO 



NOTULENSI 

PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024 

 

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

 

   

001 - Prasarana 

pengendali daya rusak 

air yang dibangun 

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

Bappeda Provinsi Nusa Tenggara 

Barat :  

- Terkait perizinan sudah dengan 

KKP, sehingga sudah clear untuk 

perizinan 

- Perizinan akan simultan dengan 

penyelesaian AMDAL, waktunya 

sekitar 6-8 Bulan 

- Ke arah 3 gili membutuhkan waktu 

3 bulan untuk KKPRnya saja (2024) 

- Perizinan tergantung pihak ketiga 

dalam penyusun hal tersebut. 

Untuk KKPR, kami meminta Dkkpn 

Kupang untuk meminta secepatnya 

untuk di progress 

Kementerian PUPR :  

BPIW 

- Terkait dengan perizinan, 

apakah sudah mendapatkan 

izin dari kementerian 

kelautan dan perikanan 

-  

Dit. Sumber Daya Air 

- Sudah masuk ke dalam SBPI 

- Tidak ada catatan menunggu 

hasil TM 

No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 

23 Perkuatan 

Tebing dan 

Tanggul Banjir  

2  KM Kab. Sumbawa 

Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan 

Rakyat 

Ditolak (Sesuai 

Catatan 



NOTULENSI 

PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024 

 

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

 
Sungai/Brang 

Beh 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional Rakortekrenba

ng 2024) 

01 - Transformasi Sosial 
02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan 

Menurunnya Ketimpangan 

17 - Res iliensi Terhadap Bencana dan 

Perubahan Iklim 

Program Kegiatan KRO RO 

   
001 - Prasarana pengendali 
daya rusak a ir yang dibangun 

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

Bappeda Provinsi Nusa Tenggara 

Barat :  

- A 

- B 

Kementerian PUPR :  

- A 

- B 

Dit. Transportasi :  

- A 

- B 

 

 

 

 

3. REKAPITULASI 

 

HASIL KESEPAKATAN TOTAL USULAN BERDASARKAN HASIL KESEPAKATAN 

Diakomodir 18 

Ditolak 5 



NOTULENSI 

PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024 

 

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

 

Tidak Terbahas 0 

 


